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Abstract

This article discusses the position of Amicus Curiae's opinion in the Indonesian judicial system. The
method used is normative legal research using a statutory approach. The results of this study
conclude that Amicus Curiae is not widely known but has been practiced in the judicial system in
Indonesia. Thus, Amicus Curiae is one of the elements in the judicial system in Indonesia that does
not yet have a standardized form, because there is no clear and specific regulation regarding this
matter. In the judicial system in Indonesia, Amicus Curiae's position cannot be considered as a
witness statement or an expert witness, because Amicus Curiae is more of a public participation
whose opinion is accepted and can be considered by the judges.
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Abstrak

Artikel ini membahas tentang posisi pendapat Amicus Curiae dalam sistem peradilan Indonesia.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan
perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Amicus Curiae belum banyak dikenal
tetapi telah dipraktikkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, Amicus Curiae
merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan di Indonesia yang belum memiliki bentuk
standar, karena belum ada regulasi yang jelas dan spesifik terkait hal tersebut. Dalam sistem
peradilan di Indonesia, posisi Amicus Curiae juga tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi
maupun saksi ahli, karena Amicus Curiae lebih merupakan partisipasi masyarakat yang pendapatnya
diterima dan dapat dipertimbangkan oleh para hakim.

Kata-kata Kunci: Amicus Curiae; Indoensia; sistem peradilan
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Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945. Maka seluruh tata kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma
hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia agar hidup sejahtera yang
didasarkan pada rasa keadilan. Salah satu perwujudan dari norma hukum
tersebut adalah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidaha (KUHP) yang
ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan
bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa.
Bersalah atau tidak seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam
surat dakwaan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, proses pembuktian
pidana merupakan inti pokok persidangan perkara pidana yang ada dalam sistem
peradilan umum di Indonesia untuk mencari kebenaran materiil. Dalam hukum
acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting, sehingga
pada hakikatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum.
Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif berpedoman pada prinsip
pembuktian dengan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara adalah rangkaian peraturan-
peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa
atau penegak hukum, di antaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan
pengadilan yang harus bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan
mengadakan hukum pidana.!

Hakim sebagai penegak hukum dalam menyelesaikan suatu masalah
mempunyai kewenangan bebas, artinya tidak ada lembaga yang lain yang dapat
ikut campur atau mempengaruhi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik
Indonesia”.

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian
berdasarkan undang-undang secara negatif , dengan didasarkan pada Pasal 183

U Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm.7.
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana isinya berbunyi bahwa
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.

Bahwa menurut Pasal 183 KUHAP hakim memutus perkara pidana apabila
didukung dua alat bukti dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hakim mempunyai kebebasan dalam menyesuaikan setiap masalah dalam
perkara di pengadilan. Dalam undang-undang hakim dituntut untuk tidak
subjektif. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mencerminkan rasa
keadilan masyarakat bukan untuk rasa keadilan bagi dirinya sendiri.

Untuk memperoleh suatu kebenaran terhadap suatu peristiwa diperlukan
suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan pemikiran yang
layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana diharapkan
dapat memperoleh kebenaran yang masih dalam batasan-batasan yuridis, bukan
dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.?

Hukum acara pidana dikenal adanya mekanisme pembuktian yang dapat
diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan
melalui alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh suatu keyakinan atas
benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui
ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang tidak memiliki
dasar hukum atau pengaturan hukumnya jelas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal
10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Serta dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika ada suatu perkara yang kurang
jelas, maka hakim mempunyai kewajiban untuk memperjelas dengan
menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya.

Dalam perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada,
salah satunya adalah adanya Amicus Curige. Amicus Curiae adalah pihak ketiga
yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dengan memberikan
pendapat hukumnya di pengadilan. Amicus Curiae hanya sebatas memberikan
opini, dan bukan melakukan perlawanan.

Amicus Curiae belum diatur secara jelas di Indonesia, namun dasar hukum

diterimanya konsep Amicus Curiae di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 5 ayat

2 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185.
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(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal
ini menjadi alasan bagi hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktian. Pada
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 14 ayat (4) dinyatakan
bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung yaitu:3

a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar
keterangannya; atau

b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu
pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung
terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang
tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Praktik Amicus Curige ini sebenarnya sudah lazim dipakai di Negara yang
menggunakan sistem common law dan bukan sistem civil law yang dianut oleh
Negara Indonesia, namun bukan berarti praktik ini tidak pernah diterapkan atau
dipraktikkan di Indonesia. Dengan demikian, dalam peradilan Indonesia, Amicus
Curiae belum diatur secara jelas, namun dasar hukum diterimanya konsep Amicus
Curiae di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah
tunggal dalam penulisan ini yaitu: bagaimana kedudukan Amicus Curige dalam

sistem peradilan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan
menganalisis mengenai kedudukan Amicus Curiae dalam sistem peradilan di

Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
berkaitan dengan dibukanya ruang mekanisme Amicus Curiae dalam proses

peradilan di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan

3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.
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kebenaran yang dicari atau dari preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-
undang. Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini digunakan bahan-
bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder
meliputi literatur/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan bahan-bahan hukum
yang sudah diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan
teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti konstruksi hukum dan
penafsiran hukum. Selanjutnya, hasil penelitian disajikan secara deskriptif dalam

bentuk uraian naratif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Umum tentang Amicus Curiae

Praktik yang melibatkan Amicus Curiae berasal dari Hukum Romawi sejak
abad ke-9. Awalnya praktik ini dimulai di negeri-negeri dengan sistem common
law, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus besar dan penting.
Belakangan Amicus Curiae telah diatur oleh negara-negara dengan sistem civil
law .

Amicus Curiae atau dapat disebut juga dengan “friends of court” atau sahabat
pengadilan, adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan
bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau
berkepentingan terhadap suatu kasus.> Ketika yang menjadi Amicus Curiae lebih
dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang, maka penyebutannya
sebagai Amicus Curize, sedangkan pengajuannya disebut sebagai Amici(s).6
Penggunaan Amicus Curige dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk
memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara.

Hakim dapat menggunakan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya
bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. Amicus
Curiae ini berbeda dengan pihak dalam intervensi karena Amicus Curige tidak
bertindak sebagai pihak yang berperkara, tetapi menaruh perhatian terhadap
suatu kasus secara khusus.

4 Soetanto Soepiadhhy, Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Huknm Makro, Kepel Press, Jakarta,
2004, hlm. 68.

5> Ni Putu Widyaningsih, “Awmicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna
Narkotika”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 7, 2020, hlm. 1095.

¢ Siti Aminah, Menjadi Sahabat Keadilan Pandunan Menyusun Amicus Brief, The Indonesia Legal Resource
Center (ILRC), Jakarta, 2014, hlm. 14.
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Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Biasanya hakim di negara-negara yang sudah mengakui dan mengakomodir
Amicus Curige atau pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan
pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam membuat putusannya selalu
mempertimbangkan dan menilai Amicus Curiae. Pelaksanaan Amicus Curiae
biasanya digunakan untuk kasus-kasus dalam proses banding dan isu-isu
kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang
diperdebatkan. Sehingga putusan hakimnya akan memiliki dampak yang luas
terhadap hak-hak masyarakat.

Terdapat tiga kategori Amicus Curiae, yaitu:”

a. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan
dalam persidangan,

b. Memberikan pendapat atas permintaan hakim, atau

c. Memberikan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-
macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti, dan
dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu digunakan, serta bagaimana hakim
harus membentuk keyakinan di depan sidang pengadilan.® Sumber-sumber
hukum pembuktian adalah:®

a. Undang-undang;
b. Doktrin atau ajaran;
c. Yurisprudensi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan, merupakan bagian yang terpenting pada acara pidana. Dalam hal
ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Karena hukum acara pidana bertujuan
untuk mencari kebenaran materiil, dan berbeda dengan hukum perdata yang
cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara
pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem dan teori untuk membuktikan
perbuatan yang didakwakan. Berikut ini penulis akan menuraikan keempat

sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut:!0

7 Ibid.,

¢ Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, Jurnal
Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

9 Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, Lex Crimen, Vol. 11, No. 2,
Aptil-Juni, 2013.

10 Hans C. Tangkau, Hukum Pembuktian Pidana, Karya Tulis 1/miah, Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi, Manado, 2012.
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1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

(Positief Wettelijke Bewijs Theorie)

Artinya telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang
disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan
sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formale
bewijstheorie). Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah
menurut undang-undang. Apabila hakim tidak yakin dengan kesalahan
terdakwa, namun apabila ada alat bukti yang sah menurut undang-
undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kedapa terdakwa.

. Sistem atau teori pembuktianberdasarkan keyakinan hakim semata

(Conwviction In Time)

Sistem atau teori ini memberi kebebasan kepada hakim sehingga hakim
sulit untuk diawasi. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan
pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, apabila hakim
tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Tetapi
sebaliknya, apabila alat bukti tidak ada tapi jika hakim sudah yakin, maka
terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan
perkara hakim menjadi subyektif sekali.

. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan

yang Logis (Conviction In Raisone)

Sistem pembuktian ini mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai
dasar satu-satunya alas an untuk menghukum terdakwa, tetapi keyakinan
hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis.
Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar
keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar
pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada
aturan-aturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tidak perlu
didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun
alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa
menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.

. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief

Wettelijk)

Menurut teori ini hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sedikit-
dikitnya alat bukti yang telah di tentukan undang-undag, ditambah
dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Hal
tersebut sesuai dengan bunyi yang ada pada Pasal 183 KUHAP. Atas dasar
ketentuan Pasar 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP
memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini
berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah
terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang
ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti).

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia memberlakukan adanya

sistem pembuktian yang didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya
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yang terbukti dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim
memiliki kayakinan bahwa tindak pidana yang benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang melakukannya.

Sebagaimana yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah
menentukan secara “limitative” alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Diluar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam
membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai alat bukti, dan yang dibenarkan
mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja
sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1).

Alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia ada pada Pasal 184 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu meliputi:1!

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Menurut jenis-jenis alat bukti tersebut, maka Amicus Curiae bukan termasuk
alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, tetapi prakteknya
sudah dilakukan, dalam berbagai perkara.

Ketika suatu organisasi mengajukan Amicus Curiae dalam persidangan dan
mendapat persetujuan hakim, maka Amicus Curiae diperbolehkan untuk
mengemukakan pendapatnya tetapi tidak untuk melawan.

Amicus Curige ini tidak harus pengacara, tetapi boleh orang yang memiliki
pengetahuan terkait suatu perkara yang membuat keterangannya berharga bagi
pengadilan. Amicus Curiae dapat memberikan keterangan berupa tulisan ataupun
lisan di dalam persidangan, dan berkas yang diajukan secara tertulis biasanya
disebut sebagai Amicus Brief.

Dalam memberikan keterangan, Amicus Curiae dapat memberikan
keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh
pengadilan, tetapi harus seijin ketua pengadilan. Karena tujuan Amicus Curiae
memberikan keterangan adalah untuk membantu pemeriksaan, dan sebagai
bentuk partisipasi. Keterangan yang diberikan juga dapat berupa paparan fakta,
atau pendapat hukum, ilmiah.

Penggunaan Amicus Curige jika dilihat dari teori penjatuhan putusan oleh
hakim sebenarnya dapat dibenarkan. Karena dalam teori penjatuhan putusan,

11 Syaiful Bakhri, Séstens Peradilan Pidana Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 109.
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hakim haurs mempertimbangkan keseimbangan antara apa yang sudah diatur
dalam undang-undang yang berlaku dan kepentingan para pihak yang berkaitan
dalam perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan langsung dengan
masyarakat, kepentingan terdakwa dan lain-lain. Karena alasan mengajukan
Amicus Curige adalah demi kepentingan masyarakat luas.

Jika dilihat dari teori penjatuhan putusan yang dilihat melalui pendekatan
keilmuan, hakim sering kali meminta saksi ahli untuk mengutarakan
pendapatnya. Keterangan ahli itulah hakim dapat mempertimbangkan dan
menentukan putusan yang seharusnya dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan
yang diharapkan oleh para pihak di persidangan atau masyarakat pada
umumnya.!?

Sementara untuk Indonesia, Amicus Curize belum banyak dikenal dan
digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Peradilan Indonesia di bawah
Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Curige, namun
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Hal tersebut juga di dukung dengan adanya Pasal 14 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa pihak terkait yang
berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas
pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu
didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau
kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan
tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud”. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa konsep Amicus Curiae telah diadopsi sebagian
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturannya.

Undang-undang lain yang menjadi peluang diperbolehkannya penggunaan
Amicus Curiae dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ialah Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang
terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa
“dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang
pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar
diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Pasal tersebut secara tidak langsung
menjadi peluang untuk masuknya Amicus Curiae dalam proses persidangan

perkara pidana di Indonesia.

12 Ahmad Rifa’l, Penemnan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta,
2011, hlm. 105-108.
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Melihat beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar dalam penggunaan
Amicus Curiae, maka dapat dikatakan konsep Amicus Curiae telah diadopsi di
beberapa bagian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia,
meskipun keberadaannya tidak disebutkan secara konkret. Pengajuan Amicus
Curiae dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum
mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan
Amicus Curiage.

Ketika dalam melaksanakan pertimbangannya, hakim menjalankan
wewenangnya dengan memberikan pertimbangan yang dilaksanakan secara
bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua tentang hukum, ketika
hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu.

Kepentingan Amicus Curiae adalah sebatas memberikan opini atau pendapat
hukum. Amicus Curiae tidak disebutkan dalam alat bukti yang ada pada KUHAP.
Karena kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal
tersebut, hakim yang memutus suatu perkara dilarang menjatuhkan pidana tanpa
dasar berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan
berdasarkan alat bukti tersebut.!3

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan Saksi
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalan
pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana
selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.!4
Pasal 1 butir 27 KUHAP, menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu
peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebut
alasan dari pengetahuannya itu (testimonium de auditu). Mengenai siapa
yangdisebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan yaitu
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntuan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar,
lihat, dan alami sendiri.
Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan
itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan
Pasal 185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan
(outside of the court) bukan berupa alat bukti, dan tidak digunakan untuk
membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang
saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus
testis).

13 Tolib Effendi, Sistemz Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa
Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 173.
14 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 192.
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Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung pada hakim dimana
hakim bebas, tetapi bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktian
keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki. Keterangan saksi
mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti
kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian
keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim sebagai alat bukti yang
berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat
bukti yang lain berupa saksi a de charge ataupun keterangan ahli.

Saksi a de charge adalah keterangan saksi yang mendengar orang lain
mengatakan atau menceritakan sesuatu. Maka keterangan saksi yang
diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, Keterangan ahli adalah keterangan yang
diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, guna
kepentingan pemeriksaan. Menurut Karim A. Nasution, pengertian
tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh
pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu, tetapi setiap
orang yang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal
dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus
mengenai suatu hal, atau memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman
tentang hal tersebut.1

Keterangan ahli bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara yang
sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut.
Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret
yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan kepada ahli
biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum, dan ahli
tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya
terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang dinyatakan kepadanya.”

. Surat

Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 186 KUHAP, yakni surat yang
dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah.
Dianggap sebagai surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita
acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan
tegas tentang keterangannya. Surat yang berbentuk ketentuan perundang-
undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan
ahli, dan atau surat lainnya yang bersifat resmi.8

15 Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 194.
16 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003,

hlm. 56.

7 Eddy O.S. Hiatiej, Teori dan Hukum Pembuktian, Etlangga, Jakarta, 2012, hlm.107.
18 Syaiful Bakhri, Sistens Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembarnan, Teors, dan Praktik Peradilan,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 129.
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Nilai pembuktian surat dari segi formal sebagai alat bukti sempurna, dari
aspek meteriil mempunyai kekuatan yang mengikat dan hakim bebas
melakukan penilaian atas substans surat tersebut, dengan asas keyakinan
hakim, dan asas batas minimum pembuktian.

4. Petunjuk
Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang
lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa di pengadilan, karena alat
bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkret atau dapat dikatakan alat
bukti petunjuk berbentuk abstrak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188
ayat (1) KUHAP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau
keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang
lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa
Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal
184 ayat (1). Penempatan terakhir ini sebagai alasan yang dipergunakan
untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan
belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan terdakwa
adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang
perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami
sendiri.

Kedudukan Amicus Curiae tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang
tercantum dalam KUHAP. Karena Amicus Curiae ini adalah alat bukti baru yang
tidak memiliki bentuk baku dan belum diatur secara jelas atau formiil dalam
peraturan perundang-undangan yang ada. Kekuatan pembuktian dari Amicus
Curiae tertelak pada keyakinan hakim dalam menilai isi serta relevansi dari
Amicus Curige yang diajukan dalam perkara tersebut.

Amicus Curige juga tidak dapat dikatakan sebagai saksi atau saksi ahli,
karena Amicus Curiage merupakan sesuatu yang baru dalam peradilan pidana,
namun dalam praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan
Indonesia.

Amicus Curiae tidak dapat dikatakan sebagai saksi karena dalam Pasal 1
butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara
pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. sedangkan
Amicus Curige adalah orang yang merasa berkepentingan alasannya yaitu untuk
mengklarifikasi isu-isu yang faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang ada dan
mewakili kelompok-kelompok tertentu, tidak dijelaskan bahwa Amicus Curiae

haruslah orang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri.
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Amicus curige tidak dapat dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli
tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus. Sedangkan Amicus Curiae tidak harus orang yang
mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, tetapi masyarakat biasapun bisa
menjadi Amicus Curiae asalkan orang tersebut mengikuti kasus yang ada.

Amicus Curige dapat menjadi pertimbangan hakim. Karena di dalam
KUHAP sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undang-
undang secara negatif, bisa dilihat dari penjelasan KUHAP Pasal 183 yang
ketentuannya itu memperlihatkan bahwa di dalam pembuktian diperlukan dua
alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Dikarenakan Amicus Curiae
belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sak, maka Amicus Curiae dapat
dijadikan pertimbangan hakim, sebab dalam teori pembuktian undang-undang
secara negatif, bukan hanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tetapi
adanya keyakinan hakim.

Hal tersebut dilakukan untuk membantu hakim agar dapat adil dan
bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
bahwa kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”. Jadi ketentuan tersebut
mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari
berbagai kalangan masyarakat baik yang menjadi para pihak yang berperkara
maupun melalui masukan dari pihak yang di luar para pihak yang sedang
berperkara.

Ketika keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapatkan oleh
hakim, maka hakim dapat menghasilkan suatu putusan yang adil dengan
pertimbangan yang bijaksana. Dialam putusan hakim harus selalu tetap
memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan
keadilan hukum. Ketiga unsur tersebut haruslah seimbang, dan tidak boleh

mengutamakan salah satu dari ketiga unsur tersebut.

Penutup

Amicus Curige diadopsi dari sistem hukum common law, dan saat ini Indonesia
sudah mulai dipraktikkan. Dalam sistem peradilan di Indonesia memang tidak atau
belum memiliki aturan yang khusus terkait tentang Amicus Curiae, namun hal itu
tetap berpegang pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP secara sempit ditafsirkan juga
memberikan pengakuan terbatas pada keterlibatan masyarakat yaitu dalam Pasal
180 ayat (1). Dikarenakan Amicus Curiae belum dapat dikatakan sebagai alat bukti
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yang sak, maka Amicus Curiae dapat dijadikan pertimbangan hakim, jadi Amicus
Curiae merupakan bahan batu dalam peradilan di Indonesia yang belum memiliki
bentuk baku, karena belum adanya peraturan yang jelas dan khusus, kedudukan
Amicus Curiage juga bukan sebagai keterangan saksi ataupun saksi ahli, karena Amicus
Curiae ini lebih kepada partisipasi masyarakat yang pendapatnya diterima dan dapat
dipertimbangkan oleh hakim.

Maka dari itu, harus adanya aturan baik secara materiil maupun formiil
dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai Amicus
Curige. Diharapkan juga pemerintah lebih berperan dalam menghadapi
perkembangan zaman, karena Amicus Curize dapat menjadi mekanisme yang

digunakan untuk strategi dalam mengklarifikasi prinsip Negara Demokrasi.
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